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Kalimantan Selatan tanpa zona merah COVID-19 

 

 
 

Sumber gambar: 

https://www.antaranews.com/berita/2168942/kalimantan-selatan-tanpa-zona-merah-

covid-19 

  
Bagian wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada yang berada di zona merah 

atau zona risiko tinggi penularan COVID-19 menurut Kepala Dinas Kesehatan setempat. 

“Alhamdulillah daerah kita masih terjaga dari ancaman zona merah dengan kasus 

penularan yang masih terkendali,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan HM 

Muslim di Banjarmasin, Jumat. Menurut dia, 12 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan 

berada di zona oranye atau zona risiko penularan sedang dan satu lainnya berada di zona 

kuning atau zona risiko penularan rendah. Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di zona 

kuning dengan jumlah pasien COVID-19 yang menjalani perawatan tinggal empat orang 

pada 20 Mei 2021. Muslim mengatakan, kabupaten/kota yang berada di zona oranye mesti 

meningkatkan kewaspadaan dengan menggiatkan kegiatan pelacakan kasus dan 

pemeriksaan untuk mendeteksi penularan COVID-19. “Prinsipnya kita tetap waspada, 

tracing (pelacakan) terus dilakukan, apalagi pasca-Lebaran, testing bakal kami 

tingkatkan. Nanti bisa terlihat satu atau dua minggu ke depan bagaimana perkembangan 
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kasus COVID-19 setelah Idul Fitri,” katanya. Muslim juga menekankan pentinya disiplin 

warga menjalankan protokol kesehatan dalam upaya pengendalian COVID-19.1 

Pada sumber yang berbeda disampaikan, Rencana Pelaksanaan vaksinasi di 

Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor masih belum bisa terlaksana, Senin 

(5/7/2021). Seperti diberitakan sebelumnya, Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor 

serta stakeholder lainnya direncakan akan menfasilitasi vaksinasi bagi calon penumpang. 

Hal ini juga berkaitan dengan dukungan program pemerintah ditambah dengan ketentuan 

peraturan perjalanan orang dalam negeri di masa pandemi covid-19 selama masa PPKM 

Darurat yang berlangsung 3 hingga 20 Juli 2021 seperti yang tertuang dalam Surat Edaran 

Satgas Nomor 14 Tahun 2021. 

Dari pantauan Banjarmasinpost.co.id, hingga pukul 13.00 wita tidak ada terlihat 

aktifitas tersebut. Berdasarkan itu, Stakeholder Relation Bandara Internasional 

Syamsudin Noor, Ahmad Zulfian Noor mengatakan, memang belum ada di mulai. "Kami 

serta KKP masih berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk ketersedian vaksin," 

beber Zulfian. Disebabkan masih belum ada ketersedian vaksin tersebut, sampai hari ini 

belum bisa dan belum ada dilaksanakan kegiatan tersebut. Dari Bandar Udara Syamsudin 

Noor untuk tempat serta peralatan sudah siap memfasilitasi kapan pun dilaksanakan. 

"Kapan pun vaksinnya tersedia, Baik Angkasa Pura maupun KKP siap melaksanakan. 

Misal kalau besok ada, besok pun akan langsung dilaksanakan," tegasnya.2 

 

Sumber berita: 

1. https://www.antaranews.com/berita/2168942/kalimantan-selatan-tanpa-zona-merah-

covid-19, 21 Mei 2021. 

2. https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/07/05/vaksin-tak-ada-rencana-vaksinasi-

di-bandara-syamsudin-noor-tersendat?page=2, 5 Juli 2021. 

 

Catatan: 

 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 

dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut. 

a. Pasal 152 ayat (1); Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung 

jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit 

menular serta akibat yang ditimbulkannya.  

                                                             
1 https://www.antaranews.com/berita/2168942/kalimantan-selatan-tanpa-zona-merah-covid-19, 

Firman/Maryati, diakses 6 Juli 2021 
2 https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/07/05/vaksin-tak-ada-rencana-vaksinasi-di-bandara-

syamsudin-noor-tersendat?page=2, Banjarmasinpost.co.id/Siti Bulkis, diakses 6 Juli 2021 
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b. Pasal 152 ayat (2); Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit 

menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi 

masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat 

dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi 

akibat penyakit menular. 

c. Pasal 152 ayat (3); Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit 

menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan 

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.  

d. Pasal 152 ayat (4); Pengendalian sumber penyakit menular sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap lingkungan dan/atau orang dan sumber 

penularan lainnya. 

e. Pasal 152 ayat (5); Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan harus berbasis wilayah. Pasal 152 ayat (6) Pelaksanaan upaya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui lintas sektor. 

f. Pasal 152 ayat (7); Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan negara lain. 

g. Pasal 152 ayat (8); Upaya (8) Upaya pencegahan pengendalian, dan 

pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

h. Pasal 153 Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, 

bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi masyarakat untuk upaya 

pengendalian penyakit menular melalui imunisasi. 

i. Pasal 154 ayat (1), Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan 

jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam 

waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber 

penularan. 

j. Pasal 154 ayat (2); Pemerintah dapat melakukan surveilans terhadap penyakit 

menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

k. Pasal 154 ayat (3); Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat dan negara 

lain. 

l. Pasal 154 ayat (4); Pemerintah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan 

karantina, tempat karantina, dan lama karantina. 

m. Pasal 155 ayat (1); Pemerintah daerah secara berkala menetapkan dan 

mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau 

menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat 

menjadi sumber penularan. 
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n. Pasal 155 ayat (2); Pemerintah daerah dapat melakukan surveilans terhadap 

penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

o. Pasal 155 ayat (3); Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat. 

p. Pasal 155 ayat (4); Pemerintah daerah menetapkan jenis penyakit yang 

memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina. 

q. Pasal 155 ayat (5); Pemerintah daerah dalam menetapkan dan mengumumkan 

jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam 

waktu singkat dan pelaksanaan surveilans serta menetapkan jenis penyakit yang 

memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina berpedoman pada 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

r. Pasal 156 ayat (1); Dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian, dan 

pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat 

(1), Pemerintah dapat menyatakan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau 

kejadian luar biasa (KLB). 

s. Pasal 156 ayat (2); Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau 

kejadian luar biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan 

berdasarkan hasil penelitian yang diakui keakuratannya. 

t. Pasal 156 ayat (3); Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan 

upaya penanggulangan keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

u. Pasal 156 ayat (4); Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau 

kejadian luar biasa dan upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

v. Pasal 157 ayat (1); Pencegahan penularan penyakit menular wajib dilakukan oleh 

masyarakat termasuk penderita penyakit menular melalui perilaku hidup bersih 

dan sehat. 

w. Pasal 157 ayat (2); Dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit menular, tenaga 

kesehatan yang berwenang dapat memeriksa tempat-tempat yang dicurigai 

berkembangnya vektor dan sumber penyakit lain. 

 

x. Pasal 157 ayat (3); Ketentuan lebih lanjut mengenai penyakit menular 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 
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2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang 

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) 

a. Pasal 1 Angka 1; Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa 

mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih 

utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah 

menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat 

lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan 

spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. 

b. Pasal 1 Angka 3; Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan 

dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara 

aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan 

penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak 

menjadi sumber penularan. 

c. Pasal 1 Angka 4; Vaksinasi Program adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada 

masyarakat yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada pemerintah. 

d. Pasal 1 Angka 5; Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan Vaksinasi 

kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga 

yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan 

usaha. 

e. Pasal 1 Angka 6; Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau 

tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, 

baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 

f. Pasal 1 Angka 7; Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 adalah kejadian 

medik yang diduga berhubungan dengan Vaksinasi COVID-19. 

g. Pasal 1 Angka 8; Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 adalah 

sistem informasi yang dibentuk untuk mendukung proses Vaksinasi mulai dari 

proses persiapan, pelaksanaan, proses pelaporan, monitoring dan evaluasi 

dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi. 

h. Pasal 3 ayat (1); Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah 

Pusat.  

i. Pasal 3 ayat (2); Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Vaksinasi COVID19 

melibatkan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha. 
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j. Pasal 3 ayat (3); Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Vaksinasi Program atau Vaksinasi 

Gotong Royong.  

k. Pasal 3 ayat (4); Penerima Vaksin dalam pelayanan Vaksinasi Program 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis. 

l. Pasal 3 ayat (5); Karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam 

keluarga sebagai penerima Vaksin COVID-19 dalam pelayanan Vaksinasi 

Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut 

bayaran/gratis. 

m. Pasal 6 ayat (1); Dalam rangka pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 disusun 

rencana kebutuhan Vaksinasi berdasarkan jumlah sasaran baik untuk Vaksinasi 

Program maupun Vaksinasi Gotong Royong. 

n. Pasal 6 ayat (2); Dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan Vaksinasi 

COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum/badan usaha 

harus melaporkan jumlah karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain 

terkait dalam keluarga yang akan dilakukan Vaksinasi Gotong Royong kepada 

Menteri. 

o. Pasal 6 ayat (3); Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 

harus memuat jumlah, nama, dan alamat (by name and by address), serta nomor 

induk kependudukan.  

p. Pasal 6 ayat (4); Rencana kebutuhan Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

q. Pasal 6 ayat (5); Rencana kebutuhan Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disusun berdasarkan perkembangan epidemiologi penyakit dan 

pertimbangan dari Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 

r. Pasal 6 ayat (6); Rencana kebutuhan Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (4) merupakan acuan dalam pengadaan Vaksin COVID-19, 

peralatan pendukung, dan logistik yang diperlukan dalam pelaksanaan 

Vaksinasi baik untuk Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong Royong. 

s. Pasal 6 ayat (7); Pengadaan Vaksin COVID-19 baik untuk Vaksinasi Program 

maupun Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai pengadaan Vaksin COVID-19. 

t. Pasal 7 ayat (1); Jenis Vaksin COVID-19 ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.  
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u. Pasal 7 ayat (2); Jenis Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan dalam menetapkan rencana kebutuhan Vaksinasi COVID-19 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

v. Pasal 7 ayat (3); Jenis Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang digunakan untuk Vaksinasi COVID-19 harus telah mendapat persetujuan 

penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization), atau penerbitan 

nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan. 

w. Pasal 7 ayat (4); Jenis Vaksin COVID-19 untuk pelaksanaan Vaksinasi Gotong 

Royong harus berbeda dengan jenis Vaksin COVID-19 yang digunakan untuk 

Vaksinasi Program. 

x. Pasal 8 ayat (1); Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan secara bertahap 

sesuai dengan ketersediaan Vaksin COVID-19. 

y. Pasal 8 ayat (2); Dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai 

dengan indikasi Vaksin yang tersedia dan kajian Komite Penasihat Ahli 

Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) 

dan/atau Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World 

Health Organization (SAGE WHO). 

z. Pasal 8 ayat (3); Berdasarkan ketersediaan Vaksin COVID-19 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kelompok prioritas penerima Vaksin 

COVID-19 sebagai berikut: a. tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan 

tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b. 

masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik; c. masyarakat 

rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi; dan d. masyarakat lainnya. 

aa. Pasal 8 ayat (4); Berdasarkan kriteria penerima Vaksin COVID-19 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dapat mengubah kelompok 

prioritas penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

setelah memperhatikan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi 

Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) dan 

pertimbangan dari Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 

bb. Pasal 8 ayat (5); Setiap orang hanya dapat didaftarkan dalam salah satu 

kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3). 
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cc. Pasal 9 ayat (1); Pemerintah Pusat bertanggung jawab terhadap pendistribusian 

Vaksin COVID-19, peralatan pendukung dan logistik yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 ke daerah provinsi. 

dd. Pasal 9 ayat (2); Pelaksanaan pendistribusian Vaksin COVID-19, peralatan 

pendukung, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

melalui penugasan PT Bio Farma (Persero) atau penunjukan langsung badan 

usaha oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pengadaan Vaksin COVID-19. 

ee. Pasal 9 ayat (3); Pendistribusian bagi peralatan pendukung dan logistik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk pengadaan yang 

dilakukan melalui katalog elektronik (ecatalog). 

ff. Pasal 9 ayat (4); Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab terhadap 

pendistribusian ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya.  

gg. Pasal 9 ayat (5); Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab 

terhadap pendistribusian ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayahnya. 

hh. Pasal 9 ayat (6); Pendistribusian oleh Pemerintah Daerah provinsi dan 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 

ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

ii. Pasal 9 ayat (7); Dalam hal terjadi kekosongan atau kekurangan ketersediaan 

Vaksin COVID-19 di satu daerah maka Menteri dapat melakukan relokasi 

Vaksin COVID-19 dari daerah lain. 

jj. Pasal 9 ayat (8); Menteri dalam melakukan relokasi Vaksin COVID-19 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah 

provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 

kk. Pasal 20 ayat (1); Jadwal dan tahapan pemberian Vaksin COVID-19 untuk 

pelaksanaan Vaksinasi Program ditetapkan sesuai dengan ketersediaan Vaksin 

COVID-19, kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 dan jenis Vaksin 

COVID-19. 

ll. Pasal 20 ayat (2); Penetapan jadwal dan tahapan pemberian Vaksin COVID19 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan 

rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian 

Technical Advisory Group on Immunization) dan pertimbangan dari Komite 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan Pemulihan Ekonomi 

Nasional. 

mm. Pasal 20 ayat (3); Jadwal dan tahapan pemberian Vaksin COVID-19 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. 
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nn. Pasal 21 ayat (1); Pelayanan Vaksinasi Program dilaksanakan di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau 

masyarakat/swasta, yang memenuhi persyaratan. 

oo. Pasal 21 ayat (2); Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berupa: a. Puskesmas dan Puskemas pembantu; b. klinik; c. rumah 

sakit; dan/atau d. unit pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan. 

pp. Pasal 21 ayat (3); Pelayanan Vaksinasi Program selain dilaksanakan di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat 

dilaksanakan di pos pelayanan Vaksinasi COVID-19. 

qq. Pasal 21 ayat (4); Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pos pelayanan Vaksinasi 

COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam melakukan 

pelayanan Vaksinasi Program harus bekerja sama/berkoordinasi dengan 

Puskesmas, dinas kesehatan provinsi dan/atau dinas kesehatan kabupaten/kota. 

rr. Pasal 22 ayat (1); Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong hanya dapat 

dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta yang 

memenuhi persyaratan. 

ss. Pasal 22 ayat (2); Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bukan merupakan tempat pelayanan Vaksinasi Program. 

tt. Pasal 22 ayat (3); Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara badan 

hukum/badan usaha dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik 

masyarakat/swasta. 

uu. Pasal 22 ayat (4); Bagi badan hukum/badan usaha yang memiliki Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan, maka pelayanan Vaksinasi 

Gotong Royong dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang 

bersangkutan. 

vv. Pasal 22 ayat (5); Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (4) dalam melakukan pelayanan Vaksinasi Gotong Royong 

harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota. 

ww. Pasal 23 ayat (1); Besaran tarif maksimal atas pelayanan Vaksinasi Gotong 

Royong ditetapkan oleh Menteri. 

xx. Pasal 23 ayat (2); Biaya pelayanan Vaksinasi Gotong Royong yang dilakukan 

oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta tidak boleh 

melebihi tarif maksimal yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

yy. Pasal 24; Persyaratan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 sebagai berikut: a. memiliki tenaga 
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kesehatan pelaksana Vaksinasi COVID19; b. memiliki sarana rantai dingin 

sesuai dengan jenis Vaksin COVID-19 yang digunakan atau sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. memiliki izin operasional 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau penetapan oleh Menteri sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

zz. Pasal 26 ayat (1); Pelayanan Vaksinasi Program untuk kelompok prioritas 

penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) 

dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditentukan oleh dinas 

kesehatan kabupaten/kota berdasarkan hasil pendataan dan penetapan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. 

aaa. Pasal 26 ayat (2); Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak dapat 

memenuhi kebutuhan dalam pelayanan Vaksinasi Program sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak memenuhi persyaratan, dinas kesehatan 

kabupaten/kota dan Puskesmas dapat membuka pos pelayanan Vaksinasi 

COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3). 

bbb. Pasal 27 ayat (1); Hasil pendataan dan penetapan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan pelaksana Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 dimasukkan dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19. 

ccc. Pasal 28 ayat (1); Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 dan Pasal 22 dalam melaksanakan pelayanan Vaksinasi COVID-19, 

membentuk tim pelaksana yang memiliki fungsi: a. pendaftaran/verifikasi; b. 

skrining (anamnesa), pemeriksaan fisik dan pemberian edukasi, serta 

persetujuan tindakan; c. penyiapan dan pemberian Vaksin COVID-19; d. 

melakukan observasi pasca Vaksinasi COVID-19, pemberian tanda selesai 

Vaksinasi COVID-19, dan pemberian sertifikat Vaksinasi COVID-19; e. 

melakukan pencatatan dan input data hasil Vaksinasi COVID-19; f. melakukan 

pengelolaan limbah medis; dan/atau g. mengatur alur kelancaran pelayanan 

Vaksinasi COVID-19. 

ddd. Pasal 28 ayat (2); Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

melaksanakan pelayanan Vaksinasi COVID-19 harus menerapkan prinsip 

pencegahan dan pengendalian infeksi atau protokol kesehatan pencegahan dan 

pengendalian COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

eee. Pasal 29 ayat (1); Pemberian Vaksin COVID-19 harus dilakukan oleh dokter, 

bidan, atau perawat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 



 

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Selatan/Ardhinur Bestari                                          11 

 

fff. Pasal 29 ayat (2); Dalam hal pemberian Vaksin COVID-19 dilakukan oleh 

bidan atau perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Vaksin 

COVID-19 harus dilakukan di bawah supervisi dokter sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

ggg. Pasal 30 ayat (1); Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-

19 meliputi gudang dan sarana rantai dingin Vaksin COVID-19 serta peralatan 

pendukung dan logistik. 

hhh. Pasal 30 ayat (2); Gudang dan sarana rantai dingin Vaksin COVID-19 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat cara distribusi 

obat yang baik atau instalasi farmasi pemerintah. 

iii. Pasal 30 ayat (3); Peralatan pendukung dan logistik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mencakup paling sedikit syringe, kapas alkohol, alat pelindung 

diri (face shield, hazmat, sarung tangan, dan masker bedah), cold chain, 

cadangan sumber daya listrik (genset), tempat sampah limbah bahan berbahaya 

dan beracun (safety box), dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. 

jjj. Pasal 30 ayat (4); Selain peralatan pendukung dan logistik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 didukung 

dengan fasilitas cuci tangan dan alat pemadam api ringan (APAR). 

kkk. Pasal 31; Tata laksana pelayanan Vaksinasi Program dan Vaksinasi Gotong 

Royong mengacu pada standar pelayanan, dan standar prosedur operasional 

yang ditetapkan oleh masing-masing pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Vaksinasi. 

lll. Pasal 32 ayat (1); Setiap orang yang telah diberikan Vaksinasi COVID-19 

diberikan surat keterangan Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong 

Royong berupa kartu Vaksinasi COVID19 atau sertifikat elektronik. 

mmm. Pasal 32 ayat (2); Dalam hal dibutuhkan oleh pelaku perjalanan, surat 

keterangan Vaksinasi COVID-19 dituangkan dalam sertifikat vaksinasi 

internasional/Internasional Certificate of Vaccination (ICV). 

 

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 Tentang 

Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dengan 

ketentuan diantaranya sebagai berikut. 

a. Pasal 1 Angka (1); Dana Insentif Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut 

DID Tambahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang diberikan 

kepada daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian 
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insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam penanganan 

pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19). 

b. Pasal 2 ayat (1); Penggunaan DID Tambahan diprioritaskan untuk mendorong 

pemulihan ekonomi di Daerah, termasuk mendukung industri kecil, usaha 

mikro kecil dan menengah, koperasi, dan pasar tradisional serta penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) bidang kesehatan dan bantuan sosial. 

c. Pasal 2 ayat (2); DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dapat digunakan untuk mendanai: a. honorarium; dan b. perjalanan dinas. 

d. Pasal 3 ayat (1); DID Tambahan Tahun Anggaran 2020 telah dialokasikan 

sebesar Rp5. 000. 000. 000. 000,00 (lima triliun rupiah). 

e. Pasal 3 ayat (2); Pagu DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dialokasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam 3 

(tiga) periode, yaitu: a. periode pertama sebesar Rpl.918.000.000.000,00 (satu 

triliun sembilan ratus delapan belas miliar rupiah) paling lambat bulan Juli 

2020; b. periode kedua paling lambat bulan September 2020; dan c. periode 

ketiga paling lambat bulan Oktober 2020. 

f. Pasal 4 ayat (1); Data yang digunakan dalam perhitungan DID Tambahan 

periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, 

meliputi: a. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian 

APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 

2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-

19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian 

nasional; b. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja 

bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-l 9) dan laporan bantuan sosial untuk pemberian 

bantuan sosial dan/ atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Corona 

Virus Disease 2019 (COVJD-19); c. zonasi epidemiologi; d. skor 

epidemiologi; e. batas wilayah administrasi Daerah provinsi/kabupaten/kota; 

dan f. inovasi Pemerintah Daerah dalam penyiapan dan rencana pelaksanaan 

tatanan normal baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (COVJD-

19). 

g. Pasal 4 ayat (2); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 

bersumber dari Pemerintah Daerah yang disampaikan ke Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan.  

h. Pasal 4 ayat (3); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d 

bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Gugus Tugas 
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Percepatan .Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-l 9) yang 

disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.  

i. Pasal 4 ayat (4); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f 

bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan ke Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan.  

j. Pasal 4 ayat (5); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 

merupakan data sampai dengan akhir bulan Mei 2020.  

k. Pasal 4 ayat (6); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d 

merupakan data sampai dengan akhir bulan Juni 2020. 

l. Pasal 5; Pagu DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) huruf a dialokasikan berdasarkan: a. Pemerintah Daerah 

pemenang lomba 1novasi Daerah dalam tatanan normal baru; dan b. kinerja 

Pemerintah Daerah di dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVJD-

19). 

m. Pasal 6 ayat (1); Pemerintah Daerah pemenang lomba inovasi Daerah dalam 

tatanan normal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditentukan 

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai penetapan pemenang 

dan pemberian penghargaan lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru 

produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

n. Pasal 6 ayat (2); Besaran DID Tambahan yang diberikan kepada Pemerintah 

Daerah pemenang lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar: a. juara I (satu) sebesar 

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); b. juara II (dua) sebesar 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan c. juara III (tiga) sebesar 

Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

o. Pasal 7 ayat (1); Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf b, dihitung berdasarkan: a. prasyarat utama; dan b. kategori 

kinerja. 

p. Pasal 7 ayat (2); Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan: a. Daerah yang masuk 

zona hijau, merupakan Daerah kabupaten/kota yang mampu mempertahankan 

zona hijau dalam jangka waktu tertentu yang berbatasan administrasi darat 

dengan zona merah dan Daerah yang berubah dari zona merah menjadi zona 

hijau dalam jangka waktu tertentu; b. Daerah yang masuk zona nonhijau, 

merupakan Daerah kabupaten/kota dengan risiko rendah, risiko sedang, atau 

risiko tinggi dalam jangka waktu tertentu; dan c. Daerah provinsi. 
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q. Pasal 8 ayat (1); Prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

huruf a merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu Daerah sebagai 

penentu kelayakan Daerah penerima DID Tambahan. 

r. Pasal 8 ayat (2); Prasyarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: a. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian 

APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVJD-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan 

perekonomian nasional; dan b. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan 

laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/ atau penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan laporan bantuan sosial untuk 

pemberian bantuan sosial dan/ atau ekonomi kepada masyarakat yang 

terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).  

s. Pasal 9 ayat (1); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(1) huruf b, untuk Daerah yang masuk zona hijau sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2) huruf a berdasarkan variabel pemetaan risiko Daerah 

kabupaten/kota dengan memperhatikan batas wilayah administrasi untuk 

Daerah kabupaten/kota yang mempertahankan zona hijau dan Daerah 

kabupaten/kota yang berubah dari zona merah menjadi zona hijau dalam kurun 

waktu tertentu. 

t. Pasal 9 ayat (2); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(1) huruf b, untuk Daerah yang masuk zona nonhijau sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berdasarkan variabel perkembangan skor 

epidemiologi dalam kurun waktu tertentu. 

u. Pasal 9 ayat (3); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(1) huruf b, untuk Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(2) huruf c berdasarkan variabel rata-rata perkembangan skor epidemiologi 

Daerah kabupaten dan kota dalam satu Daerah provinsi dalam kurun waktu 

tertentu. 

v. Pasal 10 ayat (1); Penilaian kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat ( 1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan mengelompokkan 

nilai di masing-masing variabel mulai nilai tertinggi hingga nilai terendah. 

w. Pasal 10 ayat (2); Nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diperingkatkan dengan ketentuan: a. nilai kinerja 91 (sembilan puluh satu) -100 

(seratus) berperingkat amat baik (A); b. nilai kinerja 76 (tujuh puluh enam) -90 

(sembilan puluh) berperingkat baik (B); c. nilai kinerja 61 (enam puluh satu) -
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75 (tujuh puluh lima) berperingkat cukup (C); d. nilai kinerja 51 (lima puluh 

satu) -60 (enam puluh) berperingkat sedang (D); dan e. nilai kinerja 0 (nol) -50 

(lima puluh) berperingkat kurang (E). 

x. Pasal 12 ayat (1); Alokasi DID Tambahan untuk kinerja Pemerintah Daerah 

dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan 

ketentuan: a. memenuhi prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (2); dan b. paling kurang mendapat nilai B sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (2) untuk kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). 

y. Pasal 12 ayat (2); Alokasi DID Tambahan suatu Daerah yang memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan h uruf b dihitung 

berdasarkan nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) pada 

satu variabel dibagi total nilai kinerja dalam satu variabel dikali dengan pagu 

DID Tambahan per variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). 

z. Pasal 13; Pengalokasian DID Tambahan periode kedua dan periode ketiga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. 

aa. Pasal 15; Rincian alokasi DID Tambahan periode pertama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a menurut Daerah 

provinsi/kabupaten/kota; dan b. format laporan rencana penggunaan DID 

Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

bb. Pasal 16; Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini, ketentuan 

mengenai DID Tambahan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif 

Daerah. 

 


